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Dunia pendidikan di Indonesia saat ini memang masih belum merata, terlebih bila membandingkan kualitas, sarana dan

prasarana antara yang ada di Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Popong Utje

Djundjunan, hal tersebut harus disyukuri oleh dunia pendidikan di Pulau Jawa, bukan sebaliknya mengeluh dan selalu minta

penambahan sarana dan prasarana.
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Tiga Pilar Kebijakan Pendidikan, RENSTRA DIKNAS 2005-2009
1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 (5K)
1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan

Misi Kemendikbud 2015-2019 
1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan

Bahasa 
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan

Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Perkembangan Kebijakan Pemerintah untuk Pemerataan Pendidikan,

Tertuang dalam Tiga Pilar Kemdiknas (2005-2009), Lima Misi 5K Kemdiknas (2010-2014), dan
5 Misi Kemendikbud (2015-2019)
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Strategi dan terobosan, untuk
mempercepat Pemerataan Pendidikan
yang Berkualitas dan Berkeadilan.



Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Satuan Pendidikan mendekat ke Warga Negara, 
sebagai bentuk Fungsi Layanan Pendidikan

Tujuan/Target

Fakta
(Kondisi sekarang)

Belum optimalnya Pemerataan Pendidikan

Metode dan Strategi

Sebagai bentuk
mendekatkan fakta
agar sesuai dengan
Tujuan/Target.

Intervensi yang 
terintegrasi dan
terencana

gap

Strategi pembangunan pendidikan yang
terintegrasi, untuk mencapai pemerataan
pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan amanat yang
tertuang dalam UUD 45, bahwa setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan. Dan Konsep
mulia tentang Pendidikan Nasional yang tertuang
dalam UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003.

Capaian Pendidikan Nasional Tahun 2018 secara
umum dapat dilihat dari tiga indikator nasional:
1. Capaian APK/APM disetiap jenjang
2. Capaian Akreditasi Sekolah
3. Capaian UN tahun 2018

Dari tiga indicator diatas dapat dilihat bahwa
belum optimalnya hasil pengelolaan pendidikan,
maka perlu dorongan secara nasional suatu strategi
dalam bentuk intervensi yang terintegrasi dan
terencana.



Kualitas/Mutu
Pendidikan

Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pendidikan
yang merata?

Strategi untuk memeratakan

Acuan Nasional

8 Standar
Nasional

Pendidikan

ALUR PIKIR

Faktor pertimbangan menyusun strategi:
1. Letak Geografi
2. Kondisi Geografi
3. Sosial Budaya
4. Kependudukan
5. Ekonomi
6. Kesehatan
7. Kewenangan Pengelolaan
8. dll Zonasi/Pengwilayahan



SMAN Plus Sukowono memiliki 17 rombel, 560 peserta didik, jumlah guru 29, dan
Akreditasi A Tahun 2014.
• Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
• Persentase Guru Kualifikasi = 96,55%
• Persentase Guru Sertifikasi = 58,62%
• Rasio Siswa – Guru = 19,31
• Rasio Siswa – Rombel = 32,94
• Persentase Ruang Kelas Layak = 93,75%

Indek_UN UKG PMP17

39,13 68,48 5,70

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator
nasional, menunjukkan bahwa SMAN Plus Sukowono
memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata
nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun
hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih
dibawah rerata nasional.



SMAN 1 Kampar Timur memiliki 34 rombel, 1032 peserta didik, jumlah guru 70, dan
Akreditasi A Tahun 2018.
• Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
• Persentase Guru Kualifikasi = 97,14%
• Persentase Guru Sertifikasi = 65,71%
• Rasio Siswa – Guru = 14,74
• Rasio Siswa – Rombel = 30,35
• Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator
nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Kampar Timur
memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata
nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun
hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih
dibawah rerata nasional.



SMAN 1 Kampar Timur memiliki 34 rombel, 1032 peserta didik, jumlah guru 70, dan
Akreditasi A Tahun 2018.
• Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
• Persentase Guru Kualifikasi = 97,14%
• Persentase Guru Sertifikasi = 65,71%
• Rasio Siswa – Guru = 14,74
• Rasio Siswa – Rombel = 30,35
• Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Indek_UN UKG PMP17

39,34 60,85 6,26

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator
nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Kampar Timur
memiliki Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata
nasional, dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun
hasil UN tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih
dibawah rerata nasional.



SMAN 1 Rowosari memiliki 14 rombel, 355 peserta didik, jumlah guru 30, dan
Akreditasi A Tahun 2018.
• Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
• Persentase Guru Kualifikasi = 100%
• Persentase Guru Sertifikasi = 53,33%
• Rasio Siswa – Guru = 11,83
• Rasio Siswa – Rombel = 25,36
• Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator
nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Rowosari memiliki
Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional,
dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN
tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata
nasional.



SMAN 1 Rowosari memiliki 14 rombel, 355 peserta didik, jumlah guru 30, dan
Akreditasi A Tahun 2018.
• Kurikulum yang digunakan Kurikulum 13
• Persentase Guru Kualifikasi = 100%
• Persentase Guru Sertifikasi = 53,33%
• Rasio Siswa – Guru = 11,83
• Rasio Siswa – Rombel = 25,36
• Persentase Ruang Kelas Layak = 100%

Indek_UN UKG PMP17

40,37 62,75 5,48

Evaluasi sekolah dengan menggunakan 4 (empat) indikator
nasional, menunjukkan bahwa SMAN 1 Rowosari memiliki
Akreditasi A, Nilai PMP Tahun 2017 diatas rerata nasional,
dan hasil UKG juga diatas rerata nasional, namun hasil UN
tahun 2018 menunjukkan hasil capaian masih dibawah rerata
nasional.



Grafik Sebaran SMP menurut Akreditasi vs Indek UN 2018
(Akreditasi sd tahun 2018)

Sebagian besar SMP Negeri maupun Swasta yang memiliki Akreditasi A atau B, namun hasil capain UN tahun 2018 masih
dibawah nilai kelulusan UN (55) dan rata-rata nasional.
(Titik biru adalah SMP dengan Akreditasi A dan Titik Hijau adalah SMP dengan Akreditasi B) 



Grafik Sebaran SMA menurut Akreditasi vs Indek UN 2018
(Akreditasi tahun 2012 sd tahun 2018)

Sebagian besar SMA Negeri maupun Swasta yang memiliki Akreditasi A atau B, namun hasil capain UN tahun 2018 masih
dibawah nilai kelulusan UN (55) dan rata-rata nasional.
(Titik biru adalah SMA dengan Akreditasi A dan Titik Hijau adalah SMA dengan Akreditasi B) 
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*) Rowley, Jennifer (2007). "The wisdom hierarchy: 
representations of the DIKW hierarchy". Journal of Information 
and Communication Science 33 (2): 163–180

Hirarki Manajemen Pengetahuan

Proses 
Perubahan 
Relasi

DIMENSI SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Kebijakan Terintegrasi

Informasi Terintegrasi

Data Terintegrasi

Proses 
Perubahan 
Pola

Proses 
Perubahan 
Prinsip

Strategi Pembangunan 
Yang Terintegrasi

Derivatif Strategi Pembangunan

1

2
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Satu Referensi
• Satuan Pendidikan = NPSN

(NPSN = Nomor Pokok Sekolah Nasional)

• Peserta Didik = NISN
(NISN = Nomor Identitas Siswa Nasional)

• Guru dan Tenaga Kependidikan = NUPTK
(NUPTK = Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)



DAPODIKBUD
Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan

Merupakan Sistem Pengelolaan Data 
Pendidikan dan Kebudayaan yang 

Terintegrasi, untuk menunjang Tata 
Kelola Data dan Informasi yang 

terpadu. 

Data Pokok Pendidikan - Kebudayaan
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DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data 
Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, 
sehingga program-program pembangunan pendidikan
dapat terarah dan akan mempermundah dalam
menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi
pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan
Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran. 

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah
terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan
tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan
yaitu:

1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
2. Satuan Pendidikan
3. Peserta Didik, dan
4. Substansi Pendidikan.

Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan
harus tergambarkan atau didukung dengan Data 
Pokok Pendidikan yang sama sumbernya.

Acuan Program Pembangunan/Pembinaan

Sumber Data yang sama
(DAPODIK)

EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK

Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.)

Program Pembangunan/Pembinaan

KONSEP DASAR DAPODIK



Optimalisasi Koordinasi dengan lembaga yang 
berwewenang (sesuai sifat referensi data)

Program-program 
Pembangunan/Pembinaan

NUPTK
NISN
NPSN

SK Operasional

Legalitas Faktual

Citra Spasial

Statistik

Referensi untuk Perencanaan

Referensi untuk Data

Referensi untuk
Satuan Pendidikan

1. Kemenag
2. Kemendagri

BPS

1

2

3



Penyelarasan antara Standar Nasional Pendidikan

(SNP) dan sistem akreditasi mutlak dilakukan untuk

meningkatkan pembelajaran yang berkualitas di

satuan pendidikan.

Penyelarasan ini merupakan amanah undang-undang

sistem pendidikan nasional. Selain itu juga

merupakan bentuk respon terhadap tren dunia

internasional sebagaimana dilaporan Bank Dunia

yang menyatakan bahwa di berbagai negara belum

terjadi pembelajaran di sekolah.

Penyelarasan dimulai dari membangun kesadaran

tentang pentingnya standar, menyamakan persepsi

terhadap makna dan cara mengimplementasikan

standar serta mengukur pencapaian standar melalui

akreditasi.

Sumber BSNP

SNP dan Akreditasi



Tujuan UKG

• Pemetaan penguasaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik

serta profesional) sebagai basic pertimbangan proses program

pembinaan serta pengembangan profesi guru dalam bentuk aktivitas

pengembangan keprofesian berkepanjangan.

• Sebagai entry point penilaian kinerja guru serta sebagai alat kontrol

proses penilaian kinerja guru.

Sistem Informasi Penjamin Mutu Pendidikan (PMP) ini digunakan

untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional

Pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program keahlian

2. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional

Pendidikan

Ujian Nasional (UN)

Diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar

dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain

itu, salah satu kegunaan hasil UN adalah untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan

pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat

dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat dipertanggunggugatkan (accountable)

n

n+5

n+1

n+2

n+3

n+4

Evaluasi Tahunan

Evaluasi Penididikan Nasional di Kemendikbud sesuai dengan tujuannya

Intervensi



I. Indikator Nasional yang digunakan

A. Indikator Utama: Akreditasi Sekolah (BAN-SM)

B. Indikator Kontrol:
1. UN (Puspendik-Balitbang)
2. PMP (Dirjen Dikdasmen)
3. UKG (Dirjen GTK)

II. Klasifikasi dengan Indikator Utama dan Indikator Kontrol secara bertingkat

Alur Klasifikasi Satuan Pendidikan

Klasifikasi Utama
dengan Akreditasi

Penambahan
Klasifikasi Hasil UN

Penambahan
Klasifikasi PMP

Penambahan
Klasifikasi UKG

Mendorong Hasil
UN sebagai
Langkah Awal
Evaluasi Proses 
Belajar Mengajar

Mendorong PMP 
sebagai
monitoring 8 
Standar Nasional

Mendorong Hasil
Akreditasi sebagai
Evaluasi Sekolah
untuk pemenuhan
Mutu dengan
Standar Nasional

Mendorong Hasil
UKG sebagai
evaluasi
Kompetensi Guru 
dengan Evaluasi
Proses Belajar
Mengajar



Jumlah %

SD 148.805       44.893        30,2%

SMP 39.423         10.540        26,7%

SMA 13.709         3.220          23,5%

SMK 13.929         1.700          12,2%

Memenuhi SNP
Jenis

Total 

Sekolah

Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional,
(Kondisi 2 Mei 2019)



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, 
Prov. D.I. Yogyakarta

60,4

68,2

69,8

70,6

77,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Sleman

Kab. Gunung Kidul

Kota Yogyakarta

Kab. Kulon Progo

Kab. Bantul

48

22

43

17

35



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Jawa Tengah

34,3

35,3

36,4

40,0

43,5

45,8

45,8

46,2

50,0

51,6

52,0

56,0

58,3

60,0

61,1

63,4

63,6

64,0

65,2

66,7

66,7

66,7

68,8

69,6

70,3

71,4

75,0

76,5

76,9

77,3

77,8

78,6

85,7

88,9

93,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kab. Grobogan

Kab. Demak

Kab. Kendal

Kab. Batang

Kab. Pemalang

Kab. Kebumen

Kab. Sragen

Kab. Tegal

Kab. Blora

Kab. Brebes

Kota Semarang

Kab. Pati

Kab. Magelang

Kab. Boyolali

Kab. Pekalongan

Kab. Cilacap

Kota Tegal

Kab. Semarang

Kab. Purworejo

Kab. Klaten

Kab. Sukoharjo

Kota Magelang

Kab. Temanggung

Kab. Jepara

Kab. Banyumas

Kota Surakarta

Kab. Wonosobo

Kab. Kudus

Kab. Banjarnegara

Kab. Wonogiri

Kota Pekalongan

Kab. Karanganyar

Kab. Rembang

Kota Salatiga

Kab. Purbalingga

35

34

33

15

23

24

24

26

24

31

75

25

36

30

18

41

11

25

23

27

27

12

16

23

37

35

16

17

13

22

9

14

14

9

16



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. DKI Jakarta

0,0

42,7

48,5

50,8

54,1

60,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Kepulauan Seribu

Kota Jakarta Utara

Kota Jakarta Selatan

Kota Jakarta Barat

Kota Jakarta Timur

Kota Jakarta Pusat

1

89

103

118

122

56



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan
Pendidikan Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Bali

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

16,7

30,8

35,7

39,4

45,5

56,3

57,1

61,1

63,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Bangli

Kab. Jembrana

Kab. Tabanan

Kab. Buleleng

Kab. Klungkung

Kota Denpasar

Kab. Badung

Kab. Karang Asem

Kab. Gianyar

6

13

14

33

11

32

21

18

11



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, 
Prov. Sumatera Barat

0,0

17,4

25,0

28,6

30,4

33,3

33,3

36,4

37,5

45,5

49,1

54,5

57,1

57,7

58,8

63,6

64,3

75,0

78,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Kepulauan Mentawai

Kab. Pesisir Selatan

Kab. Padang Pariaman

Kota Pariaman

Kab. Pasaman Barat

Kab. Pasaman

Kota Solok

Kab. Solok Selatan

Kab. Dharmasraya

Kab. Solok

Kota Padang

Kota Bukittinggi

Kota Padang Panjang

Kab. Agam

Kab. Lima Puluh Koto

Kota Payakumbuh

Kab. Sijunjung

Kota Sawah Lunto

Kab. Tanah Datar

13

23

24

7

23

15

6

11

16

22

55

11

7

26

17

11

14

4

19



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Bangka Belitung

18,2

28,6

40,0

42,9

45,5

56,3

71,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Bangka Selatan

Kab. Bangka Tengah

Kab. Bangka Barat

Kab. Belitung Timur

Kota Pangkalpinang

Kab. Bangka

Kab. Belitung

11

7

10

7

11

16

7



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Selatan

14,3

18,2

27,8

28,6

33,3

41,2

41,7

42,3

46,2

50,0

55,6

58,6

60,0

0,0 20,0 40,0 60,0

Kab. Tapin

Kab. Balangan

Kab. Banjar

Kab. Hulu Sungai Utara

Kab. Barito Kuala

Kab. Tanah Laut

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Kotabaru

Kota Banjarbaru

Kab. Tabalong

Kab. Hulu Sungai Selatan

Kota Banjarmasin

Kab. Hulu Sungai Tengah

7

11

18

7

18

17

12

26

13

12

9

29

10



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Jawa Timur

6,3

7,1

8,7

11,7

14,3

17,2

29,4

34,0

34,4

34,9

35,3

35,7

40,8

40,8

40,9

41,7

41,9

42,1

45,5

45,5

47,1

47,5

50,0

52,9

53,2

54,5

55,0

56,3

57,1

63,6

65,0

66,7

70,4

73,3

75,0

80,0

81,3

84,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kab. Sampang

Kab. Sumenep

Kab. Bangkalan

Kab. Pamekasan

Kab. Probolinggo

Kab. Bondowoso

Kab. Situbondo

Kab. Bojonegoro

Kab. Jember

Kab. Pasuruan

Kab. Banyuwangi

Kab. Nganjuk

Kab. Lamongan

Kab. Malang

Kab. Blitar

Kota Probolinggo

Kab. Lumajang

Kab. Tuban

Kota Blitar

Kota Pasuruan

Kab. Sidoarjo

Kab. Mojokerto

Kab. Gresik

Kota Malang

Kab. Jombang

Kota Batu

Kab. Ngawi

Kota Surabaya

Kab. Kediri

Kota Mojokerto

Kota Kediri

Kab. Tulungagung

Kab. Ponorogo

Kab. Magetan

Kota Madiun

Kab. Pacitan

Kab. Trenggalek

Kab. Madiun

80

84

69

77

77

29

17

50

61

43

51

28

71

71

22

12

31

38

11

11

70

40

52

51

47

11

20

142

28

11

20

24

27

15

12

10

16

13



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Kepulauan Riau

7,7

14,3

20,0

29,4

32,3

53,8

53,8

0,0 20,0 40,0 60,0

Kab. Lingga

Kab. Natuna

Kab. Kepulauan Anambas

Kab. Karimun

Kota Batam

Kab. Bintan

Kota Tanjungpinang

13

14

5

17

62

13

13



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Riau

8,7

9,8

17,2

17,4

25,0

25,9

26,5

28,6

33,3

33,3

37,5

54,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Kab. Kepulauan Meranti

Kab. Kampar

Kab. Rokan Hilir

Kab. Bengkalis

Kab. Indragiri Hilir

Kab. Indragiri Hulu

Kab. Rokan Hulu

Kab. Siak

Kab. Kuantan Singingi

Kota Dumai

Kab. Pelalawan

Kota Pekanbaru

23

51

64

46

44

27

34

35

21

15

24

61



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Bengkulu

0,0

0,0

7,7

11,8

12,5

21,4

22,2

28,6

34,6

44,4

0,0 20,0 40,0

Kab. Bengkulu Tengah

Kab. Seluma

Kab. Kaur

Kab. Muko-muko

Kab. Kepahiang

Kab. Bengkulu Selatan

Kab. Rejang Lebong

Kab. Lebong

Kota Bengkulu

Kab. Bengkulu Utara

7

11

13

17

8

14

18

7

26

18



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Lampung

0,0

0,0

5,1

5,6

6,3

12,0

12,5

14,3

14,6

16,0

20,0

22,7

36,9

40,9

70,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Mesuji

Kab. Pesisir Barat

Kab. Way Kanan

Kab. Lampung Barat

Kab. Tulang Bawang Barat

Kab. Tanggamus

Kab. Lampung Utara

Kab. Lampung Selatan

Kab. Lampung Timur

Kab. Tulang Bawang

Kab. Pesawaran

Kab. Lampung Tengah

Kota Bandar Lampung

Kab. Pringsewu

Kota Metro

14

12

39

18

16

25

48

56

48

25

20

66

65

22

17



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Timur

0,0

0,0

0,0

4,5

11,1

17,6

21,1

31,6

39,1

45,5

0,0 20,0 40,0

Kab. Kutai Barat

Kab. Mahakam Ulu

Kab. Penajam Paser Utara

Kab. Kutai Timur

Kab. Paser

Kab. Kutai Kartanegara

Kab. Berau

Kota Samarinda

Kota Balikpapan

Kota Bontang

22

6

8

22

18

51

19

38

23

11



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Sumatera Utara

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

6,3

8,3

8,3

9,8

11,8

13,3

14,0

14,3

14,7

15,6

15,9

16,7

16,7

17,6

19,2

20,0

20,0

22,2

26,7

27,3

27,3

29,5

33,3

40,0

40,0

40,0

54,2

0,0 20,0 40,0 60,0

Kab. Batubara

Kab. Nias

Kab. Nias Barat

Kab. Padang Lawas utara

Kab. Tapanuli Tengah

Kab. Nias Selatan

Kab. Nias Utara

Kab. Mandailing Natal

Kab. Tapanuli Selatan

Kab. Serdang Bedagai

Kab. Labuhan Batu Selatan

Kab. Humbang Hasudutan

Kab. Simalungun

Kota Binjai

Kab. Langkat

Kab. Deli Serdang

Kab. Asahan

Kab. Dairi

Kota Padang Sidimpuan

Kab. Labuhan Batu Utara

Kab. Tapanuli Utara

Kab. Labuhan Batu

Kab. Padang Lawas

Kota Sibolga

Kab. Samosir

Kota Gunungsitoli

Kota Tanjung Balai

Kota Medan

Kab. Toba Samosir

Kab. Pakpak Bharat

Kota Pematangsiantar

Kota Tebing Tinggi

Kab. Karo

22

12

16

11

23

65

16

24

12

41

17

15

50

28

68

135

44

24

18

17

26

30

10

9

15

11

11

217

15

5

30

15

24



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan
Pendidikan Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Jambi

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

0.0

9.5

13.6

13.6

14.3

15.4

20.0

20.0

25.0

26.1

27.9

0.0 10.0 20.0 30.0

Kab. Kerinci

Kab. Sarolangun

Kab. Bungo

Kab. Muaro Jambi

Kota Sungai Penuh

Kab. Tanjung Jabung Barat

Kab. Batang Hari

Kab. Tebo

Kab. Tanjung Jabung Timur

Kab. Merangin

Kota Jambi

14

21

22

22

7

26

15

20

12

23

43



Titik merah merupakan sekolah
SMA yang memenuhi SNP, dan 
sebarannya tidak merata di Prov. 
Jambi



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Banten

6,4

6,7

7,9

11,0

11,3

17,4

29,8

41,7

0,0 20,0 40,0

Kab. Serang

Kota Serang

Kab. Pandeglang

Kab. Tangerang

Kab. Lebak

Kota Cilegon

Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang

78

30

38

154

53

23

84

84



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Tenggara

0,0

0,0

3,6

3,8

9,1

9,1

14,3

14,3

14,3

20,0

23,5

25,0

26,3

27,3

28,6

28,6

38,9

0,0 20,0 40,0

Kab. Kolaka Utara

Kab. Muna Barat

Kab. Konawe

Kota Kendari

Kab. Buton Utara

Kota Baubau

Kab. Bombana

Kab. Kolaka Timur

Kab. Konawe Selatan

Kab. Konawe Kepulauan

Kab. Muna

Kab. Kolaka

Kab. Wakatobi

Kab. Konawe Utara

Kab. Buton

Kab. Buton Selatan

Kab. Buton Tengah

8

11

28

26

11

11

21

14

28

5

34

12

19

11

21

14

18



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Jawa Barat

3,9

5,6

5,6

6,1

6,5

8,2

10,2

10,7

10,7

12,8

13,0

14,9

16,7

17,0

20,0

22,2

22,6

23,1

25,0

25,0

28,0

30,8

32,0

35,7

39,3

41,2

45,5

0,0 20,0 40,0

Kab. Sukabumi

Kota Sukabumi

Kab. Garut

Kab. Bekasi

Kab. Cianjur

Kab. Bandung Barat

Kab. Karawang

Kab. Bogor

Kab. Indramayu

Kab. Cirebon

Kab. Bandung

Kab. Tasikmalaya

Kab. Pangandaran

Kab. Subang

Kota Banjar

Kota Depok

Kota Bogor

Kab. Sumedang

Kota Bekasi

Kota Cimahi

Kab. Purwakarta

Kab. Ciamis

Kota Cirebon

Kota Tasikmalaya

Kab. Kuningan

Kota Bandung

Kab. Majalengka

76

18

124

115

92

61

49

178

56

47

108

67

6

47

5

63

53

26

112

16

25

26

25

28

28

136

22



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Barat

0,0

3,2

4,3

4,8

5,3

9,4

9,5

10,2

11,1

14,3

32,6

33,3

48,6

58,8

0,0 20,0 40,0 60,0

Kab. Kayong Utara

Kab. Kapuas Hulu

Kab. Landak

Kab. Melawi

Kab. Sintang

Kab. Bengkayang

Kab. Sekadau

Kab. Kuburaya

Kab. Sanggau

Kab. Ketapang

Kota Pontianak

Kab. Mempawah

Kab. Sambas

Kota Singkawang

13

31

47

21

38

32

21

59

27

35

46

12

35

17



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Utara

0,0

0,0

0,0

28,6

44,4

0,0 20,0 40,0

Kab. Malinau

Kab. Nunukan

Kab. Tana Tidung

Kab. Bulungan

Kota Tarakan

19

14

3

14

9



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Papua Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

10,0

15,8

16,7

20,0

20,0

33,3

0,0 20,0 40,0

Kab. Kaimana

Kab. Maybrat

Kab. Pegunungan Arfak

Kab. Sorong Selatan

Kab. Tambrauw

Kab. Teluk Wondama

Kab. Manokwari

Kota Sorong

Kab. Sorong

Kab. Fak-Fak

Kab. Manokwari Selatan

Kab. Raja Ampat

Kab. Teluk Bintuni

4

3

7

4

5

3

15

20

19

6

5

15

15



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Selatan

0,0

2,1

4,0

4,3

5,3

6,3

8,7

9,1

9,1

9,2

11,1

12,9

13,3

14,7

15,8

16,7

17,6

22,2

23,5

25,0

25,0

27,0

38,5

38,9

0,0 20,0 40,0

Kab. Bantaeng

Kab. Gowa

Kab. Luwu

Kab. Takalar

Kab. Luwu Utara

Kab. Sinjai

Kab. Jeneponto

Kab. Bulukumba

Kab. Kepulauan Selayar

Kota Makassar

Kab. Barru

Kab. Maros

Kab. Pinrang

Kab. Pangkajene Kepulauan

Kab. Luwu Timur

Kab. Tana Toraja

Kab. Sidenreng Rappang

Kota Parepare

Kab. Enrekang

Kab. Toraja Utara

Kota Palopo

Kab. Bone

Kab. Soppeng

Kab. Wajo

8

47

25

23

19

16

23

22

11

131

9

31

15

34

19

18

17

9

17

16

12

37

13

18



Satuan Pendidikan SMA

0,0

3,4

3,7

4,3

6,1

8,3

9,1

9,3

13,2

13,3

13,3

13,5

14,0

20,7

22,2

26,9

33,3

0,0 10,0 20,0 30,0

Kab. Musi Rawas Utara

Kab. Musi Banyuasin

Kab. Ogan Komering Ulu…

Kab. Penukal Abab Lematang…

Kab. Ogan Ilir

Kota Lubuk Linggau

Kab. Banyuasin

Kab. Ogan Komering Ilir

Kab. Lahat

Kab. Empat Lawang

Kab. Muara Enim

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Kota Palembang

Kab. Ogan Komering Ulu

Kota Pagar Alam

Kab. Musi Rawas

Kota Prabumulih

9

59

27

23

33

24

55

43

38

15

30

37

121

29

9

26

15

Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, 
Prov. Sumatera Selatan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

11,8% 593



Titik merah merupakan sekolah SMA 
yang memenuhi SNP, dan sebarannya
tidak merata di Prov. Sumatera Selatan



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Kalimantan Tengah

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

10,5

14,8

18,2

20,0

23,1

23,8

30,8

0,0 10,0 20,0 30,0

Kab. Barito Selatan

Kab. Barito Timur

Kab. Gunung Mas

Kab. Katingan

Kab. Lamandau

Kab. Murung Raya

Kab. Barito Utara

Kab. Pulang Pisau

Kota Palangka Raya

Kab. Kotawaringin Timur

Kab. Sukamara

Kab. Seruyan

Kab. Kapuas

Kab. Kotawaringin Barat

24

11

14

22

11

24

15

19

27

22

5

13

21

13



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Utara

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

5,0

5,3

7,1

8,3

8,5

11,1

14,3

15,0

70,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Kab. Bolaang Mongondow
Selatan

Kab. Bolaang Mongondow
Timur

Kab. Bolaang Mongondow
Utara

Kab. Kepulauan Sitaro

Kab. Minahasa Tenggara

Kab. Minahasa

Kab. Kepulauan Talaud

Kab. Minahasa Selatan

Kab. Bolaang Mongondow

Kota Bitung

Kota Manado

Kab. Kep. Sangihe

Kota Kotamobagu

Kab. Minahasa Utara

Kota Tomohon

3

4

4

5

12

31

20

19

14

12

47

18

7

20

10



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Gorontalo

0,0

5,6

9,1

11,1

11,1

25,0

0,0 20,0

Kab. Pohuwato

Kab. Gorontalo

Kab. Gorontalo Utara

Kab. Boalemo

Kab. Bone Bolango

Kota Gorontalo

7

18

11

9

9

8



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Maluku

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

5,3

5,9

9,1

10,1

26,5

28,6

0,0 10,0 20,0 30,0

Kab. Buru Selatan

Kab. Kepulauan Aru

Kab. Maluku Tenggara Barat

Kota Tual

Kab. Maluku Barat Daya

Kab. Seram Bagian Barat

Kab. Maluku Tenggara

Kab. Seram Bagian Timur

Kab. Maluku Tengah

Kota Ambon

Kab. Buru

15

11

21

11

21

38

17

22

79

34

14



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Tengah

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

8,7

10,0

11,5

12,5

12,9

20,0

21,1

0,0 10,0 20,0

Kab. Banggai Laut

Kab. Buol

Kab. Donggala

Kab. Sigi

Kab. Tojo Una-Una

Kab. Tolitoli

Kab. Parigi Moutong

Kab. Morowali Utara

Kota Palu

Kab. Banggai Kepulauan

Kab. Banggai

Kab. Morowali

Kab. Poso

6

10

19

19

12

14

23

10

26

16

31

10

19



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan
Pendidikan Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. NTB

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Maluku Utara

0,0

0,0

1,9

4,8

9,1

10,5

11,1

15,4

17,4

20,0

0,0 10,0 20,0

Kab. Halmahera Timur

Kab. Pulau Taliabu

Kab. Halmahera Selatan

Kab. halmahera Utara

Kab. Halmahera Tengah

Kota Ternate

Kab. Halmahera Barat

Kab. Kepulauan Morotai

Kota Tidore Kepulauan

Kab. Kepulauan Sula

15

11

53

21

11

19

18

13

23

15



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan
Pendidikan Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Aceh

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

3,3

3,7

3,7

4,8

6,7

7,1

7,1

10,0

11,1

15,2

20,0

25,0

0,0 10,0 20,0 30,0

Kab. Aceh Barat

Kab. Aceh Singkil

Kab. Bener Meriah

Kab. Gayo Lues

Kab. Nagan Raya

Kab. Pidie

Kab. Simeulue

Kota Langsa

Kota Sabang

Kota Subulussalam

Kab. Bireuen

Kab. Aceh Timur

Kab. Aceh Tenggara

Kab. Aceh Utara

Kab. Aceh Besar

Kab. Aceh Barat Daya

Kab. Aceh Jaya

Kab. Pidie Jaya

Kota Banda Aceh

Kab. Aceh Tamiang

Kab. Aceh Selatan

Kab. Aceh Tengah

Kota Lhokseumawe

21

13

23

15

18

28

25

9

3

12

35

30

27

54

42

15

14

14

30

27

33

20

12



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, 
Prov. Nusa Tenggara Timur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

3,3

4,0

4,5

4,5

6,7

6,7

7,9

8,3

8,3

11,1

11,5

17,4

28,6

0,0 10,0 20,0 30,0

Kab. Kupang

Kab. Malaka

Kab. Manggarai Timur

Kab. Sabu Raijua

Kab. Sumba Barat

Kab. Sumba Barat Daya

Kab. Sumba Tengah

Kab. Sumba Timur

Kab. Alor

Kab. Timor Tengah Utara

Kab. Flores Timur

Kab. Belu

Kab. Ende

Kab. Lembata

Kab. Nagakeo

Kota Kupang

Kab. Rote-Ndao

Kab. Timor Tengah Selatan

Kab. Manggarai Barat

Kab. Manggarai

Kab. Sikka

Kab. Ngada

58

26

47

8

9

25

4

21

35

30

25

22

22

15

15

38

12

36

27

26

23

14



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Sulawesi Barat

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

4,8

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Kab. Majene

Kab. Mamuju Tengah

Kab. Mamuju Utara

Kab. Polewali Mandar

Kab. Mamuju

Kab. Mamasa

7

10

12

16

22

21



Total Satuan
Pendidikan

Total Satuan
Pendidikan

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP, Tiap Provinsi

Satuan Pendidikan SMA

Persentase Satuan Pendidikan
Memenuhi SNP
Tiap Kab-Kota, Prov. Papua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

10,5

11,1

16,7

0,0 10,0 20,0

Kab. Asmat

Kab. Biak Numfor

Kab. Boven Digoel

Kab. Deiyai

Kab. Dogiyai

Kab. Intan Jaya

Kab. Jaya Wijaya

Kab. Kepulauan Yapen

Kab. Lanny Jaya

Kab. Mappi

Kab. Memberamo Raya

Kab. Membramo Tengah

Kab. Merauke

Kab. Mimika

Kab. Nduga

Kab. Pegunungan Bintang

kab. Puncak

Kab. Puncak Jaya

Kab. Sarmi

Kab. Supiori

Kab. Tolikara

Kab. Waropen

Kab. Yahukimo

Kab. Yalimo

Kota Jayapura

Kab. Jayapura

Kab. Nabire

Kab. Keerom

Kab. Paniai

4

19

5

4

2

1

13

9

8

6

4

5

19

16

2

3

4

2

4

7

5

4

8

5

22

21

19

9

6



Skema Pendekatan Analisis untuk Pendalaman Permasalahan dengan menggunakan Indikator Makro (Nasional)
Sebagai Panduan Umum Penelusuran Jenis Intervensi menurut Zona. 

Management

Management Kelas
(Proses Belajar Mengajar/PBM)

Management Sekolah

Guru

Siswa

Sarana-Prasarana

1. Standar PTK
2. Standar Sarpras
3. Standar Biaya
4. Standar Pengelolaan
5. Standar Isi
6. Standar Proses
7. Standar Penilaian
8. Standar Kelulusan

Nilai UN

Nilai UKG

1. Akreditasi
2. Peta Mutu Pendidikan (PMP)

Kualifikasi

Kompetensi

Pedagogik

Profesional

Note: Kompetensi Guru ada empat, yaitu 1. Pedagogik, 2. Profesional, 3. Sosial & 4. Kepribadian

Komponen Sub Komponen

Ruang Kelas Layak (B, RR, & RS)

Perbandingan Rombel-Ruang Kelas

Perpustakaan

Laboratorium



Sebaran Kab-Kota menurut Hasil UN SMP 2019 dengan Hasil UN SMA Tahun 2019

Kab Kota

1 95 56

2 46 14

3 211 21

4 66 5

418 96

Kwadran
Wilayah

Kwadran

Kwadran 1Kwadran 2

Kwadran 4Kwadran 3

45,23

49,5



Sebaran Kab-Kota menurut Hasil UN SMP 2016 dengan Hasil UN SMA Tahun 2019

Kwadran 1Kwadran 2

Kwadran 4Kwadran 3

45,23





PENDAYAGUNAAN
ZONASI PENDIDIKAN



Wilayah Zona Pendidikan
Prov. Sumatera Selatan

Prov. Sumatera Selatan(17 Kab-Kota), terbagi menjadi 68 Zona, dengan klasifikasi Prioritas Pembinaan (hasil analisis):
• 23 Zona (Warna Biru) merupakan Zona yang perlu prioritas pembinaan terkait dengan Proses Belajar Mengajar

(PBM)
• 6 Zona (Warna Kuning) merupakan Zona yang perlu prioritas pembinaan terkait dengan Pengelolaan

Pendidikan (Manajemen Sekolah)
• 35 Zona (Warna Merah) merupakan Zona yang perlu prioritas pembinaan terkait dengan Pengelolaan

Pendidikan dan Proses Belajar Mengajar (PBM)
• 4 Zona (Warna Hijau) merupakan Zona secara umum yang memiliki kondisi yang baik (PBM maupun

Pengelolaan Pendidikannya).

Zona 160047

4             23                 6            35            68



Potret Pendidikan Setiap Zona Pendidikan (Zona 160047)
Prov. Sumatera Selatan

Jumlah sekolah, 
Rombel dan Siswa
Tingkat Akhir setiap
Zona

Wilayah Cakupan
Zona

Capain Indek
Kompetensi
Sekolah setiap
Zona

Daya Tampung
SMP dan SMA 
setiap Zona

Kebutuhan Guru 
setiap Zona

Kebutuhan Sarpras
setiap Zona



INDEK KOMPETENSI SEKOLAH



Indek Kompetensi Sekolah Zona 160047 
Prov. Sumatera Selatan

Capain Indek Kompetensi Sekolah Jurusan IPA pada Zona 160047 (36,62) masih dibawah capaian
Nasional dan Provinsi. Pada Zona 160047 kelemahan pada semua mapeL.



Contoh didalam Mapel Fisika meliputi 6 Kompetensi, dari keenam kompetensi tersebut semua masih
dibawah rata-rata provinsi dan Nasional, hanya kompetensi Gelombang dan Cahaya (Kompetensi 5) 
capaiannya mendekati capaian provinsi.

Indek Kompetensi Sekolah Zona 160047
Prov. Sumatera Selatan



PENATAAN GURU
BASIS ZONA



Wilayah Zona Pendidikan: 160047 
Prov. Sumatera Selatan

Contoh:
Secara umum bahwa zona 160047 untuk guru lebih ke optimalisasi kompetensi guru, hal ini dapat dilihat dari
kondisi rendahnya persentase guru yang bersertifikasi (SD=26,2%; SMP=18,65%, SMA=22,13% dan SMK=5,83%),
sedangkan kualifikasi guru sudah sangat tinggi mendekati 100% untuk semua jenjang pendidikan, terutama pada
jenjang SMA.



Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan Penataan Sebaran Guru Menurut Kompetensi

Contoh:
SMAN 1 Talang Ubi, memiliki 3 guru Bahasa Inggris, sedangkan kebutuhannya hanya dua guru, maka dimungkinkan satu guru untuk di
tugaskan mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru Bahasa Inggris, dalam Zona 160047 dapat dilihat ada banyak sekolah SMA
Negeri yang membutuhkan guru Bahasa Inggris (lihat tanda panah warna biru).



Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan Penataan Sebaran Guru Menurut Kompetensi

Contoh:
SMAN 2 Unggulan Talang Ubi, memiliki dua (2) guru Geografi, sedangkan kebutuhannya hanya satu (1) guru, maka dimungkinkan satu
guru untuk di tugaskan mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru Geografi, dalam Zona 160047 dapat dilihat ada banyak sekolah
SMA Negeri yang membutuhkan guru Geografi (lihat tanda panah warna biru).



Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan Penataan Sebaran Guru Menurut Kompetensi

Contoh:
SMPN 6 Talang Ubi, memiliki dua (2) guru IPA, sedangkan kebutuhannya hanya satu (1) guru, maka dimungkinkan satu guru untuk di
tugaskan mengajar di sekolah yang masih kekurangan guru IPA, dalam Zona 160047 dapat dilihat ada banyak sekolah SMP Negeri yang
membutuhkan guru IPA (lihat tanda panah warna biru).



PENATAAN SARPRAS
BASIS ZONA



Contoh:
SMPN 2 Penukal, dengan jumlah siswa 521 dengan 18 rombel, 
sedangkan jumlah ruang kelas 17, maka masih kurang satu
ruang kelas.

Contoh:
SMAN 2 Sungai Keruh, sudah memiliki Perpustakaan, Lab. Lab. 
Kimia, dan Lab. Komputer, namun belum memiliki Lab. Biologi, 
Lab. Fisika dan Lab. Bahasa.

Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan



Contoh:
Secara umum bahwa zona 160047 masih memerlukan Laboratorium, dan perpustakaan terutama pada jenjang
SMK. Sedangkan ruang kelas dengan kondisi yang layak (Baik, Rusak Ringan atau Rusak Sedang) pada zona tersebut
persentase nya sudah cukup tinggi.

Wilayah Zona Pendidikan: 160047 
Prov. Sumatera Selatan



INTERVENSI PROGRAM DAN 
PENDANAAN



Pada Zona 160047
Pada jenjang SD mendapat Pembangunan Sarana di 15 SD; Pengadaan Sarana di 20 SD dan 20 SD Rehabilitasi Prasarana,
Pada jenjang SMP mendapat Pembangunan Sarana di 8 SMP; Pengadaan Sarana di 8 SMP dan 8 SMP Rehabilitasi
Prasarana. Pada jenjang SMA mendapat Pembangunan Sarana di 7 SMA; Pengadaan Sarana di 4 SMA dan 2 SMA 
Rehabilitasi Prasarana. 

Wilayah Zona Pendidikan: 160047
Prov. Sumatera Selatan



UPDATE ZONA PENDIDIKAN OLEH ZONA PPDB
(Yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah)



Zona Pendidikan oleh Sistem
(Tahun 2018)

Zona PPDB oleh PEMDA

Update

• Hasil update Wilayah Zona Pendidikan dengan Zona PPDB yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, 
menjadi acuan bersama Pusat dan Daerah dalam menyusun Strategi dan Langkah yang terintegrasi, 
dalam rangka Pemeratan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

• Perubahan Zona (dalam rentang waktu tertentu/disepakati bersama antara Pusat dan Daerah), 
merupakan hasil dari Intervensi yang terintegrasi di setiap Zona.

Langkah selanjutnya Penentuan Zona untuk Perencanaan, Monev, Pengelolaan, dan
Pembinaan Pendidikan.



Terimakasih


